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ABSTRAK

Tujuan survei ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan warga terhadap pelayanan
administrative desa oleh Pemerintah Desa Pekik Nyaring pada tahun 2025. Survei ini
dilakukan dengan menggunakan teknik sampel acidental kepada 30 orang responden
yang terdiri dari masyarakat Desa Pekik Nyaring yang pernah menerima pelayanan
administratif desa. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner dengan 10 pertanyaan
yang diajukan yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan,
biaya/tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan yang sesuai standar, kemampuan
atau kompetensi petugas pelayanan, prilaku petugas pelayanan, sarana dan prasarana
pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan dan kenyamanan lingkungan,
serta keamanan pelayanan. Untuk mengukur kepuasan digunakan empat kategori yang
menjadi indeks pengukuran yaitu sangat puas, puas, kurang puas dan tidak puas. Dari
hasil survei tentang kepuasan pengguna pelayanan di Desa Pekik Nyaring
mengungkapkan bahwa hasilnya adalah Puas, dengan skor Indeks yaitu 77,35.
Berdasarkan hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa
pekik nyaring untuk dapat mempertahankan unsur-unsur pelayanan yang ada dan
sudah baik dan sangat baik serta dapat memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang ada
untuk menjadi lebih baik lagi di tahun selanjutnya dalam memberikan pelayanan
administratif desa yang prima.

The purpose of this survey was to determine the satisfaction of residents with
village administrative services by the Pekik Nyaring Village Government in
2025. This survey was conducted using an asidental sampling technique to 30
respondents consisting of Pekik Nyaring Village residents who had received
village administrative services. The data collection technique was through a
questionnaire with 10 questions asked, namely service requirements, service
procedures, service speed, service costs/rates, suitability of service products to
standards, ability or competence of service officers, behavior of service officers,
service facilities and infrastructure, handling complaints, suggestions and input
and environmental comfort, and service security. To measure satisfaction, four
categories were used as measurement indexes, namely very satisfied, satisfied,
less satisfied and dissatisfied. From the results of the survey on user
satisfaction of services in Pekik Nyaring Village, it was revealed that the result
was Satisfied, with an Index score of 77.35. Based on these results, it is hoped
that it can be an evaluation material for the Pekik Nyaring village government
to be able to maintain existing service elements that are already good and very
good and can improve existing service elements to be even better in the
following year in providing excellent village administrative services.
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PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, setiap ada kebutuhan warga negara yang harus dilayani, maka
negara harus hadir untuk memberikan pelayanan publik tersebut. Hal ini sejalan
dengan arti pelayanan publik sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 sebagai kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, menyatakan bahwa hakekat
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat atau
pengguna yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi
masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukan
untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan (Gomez & Edgar, 2019;
Suci Pratiwi, 2020).

Semakin terbukanya informasi saat ini menuntut penyelenggara pelayanan
publik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima.
Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan good governance, maka
tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas juga semakin menjadi besar
(Suci Pratiwi, 2020; Zulfikar, 2018). Namun, sebaliknya keinginan pengguna
layanan masih sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris
pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal dan
melelahkan dan tidak berkualitas. Kualitas adalah suatu standar yang harus
dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai
kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau
produk yang berupa barang dan jasa (Heny & Nurdin, 2018; Khan & Johnson,
2020). Pengertian kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas itu berkaitan erat
dengan pencapaian standar yang diharapkan. Pengguna akan sangat puas
terhadap pelayanan apabila dirinya mendapatkan pelayanan dengan baik, dan
tentunya hal tersebut akan memberikan kesan positif dalam diri setiap
masyarakat, khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kepuasan
masyarakat atau pengguna layanan menunjukkan bahwa pelayanan yang
diberikan berkualitas atau prima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan atau acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur (Heny &
Nurdin, 2018; Thomsen et al., 2020). Standar pelayanan merupakan ukuran yang
harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya terdiri
dari : Dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya
pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas
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pemberi pelayanan, pengawasan internal, pengawasan external, penanganan
pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan.

Sedangkan menurut KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 standar
pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara
pelayanan publik yang waijib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan, agar
pelayanan yang diberikan berkualitas. Standar pelayanan sekurang-kurangnya
meliputi : prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk
pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas memberi pelayanan.
Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 34
disebutkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berprilaku sebagai berikut : adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah,
tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak
mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menunjang tinggi
nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan
informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, terbuka dan mengambil langka yang tepat untuk
menghindari benturan kepentingan, tidak menyalagunakan sarana dan prasarana
serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau
menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif, tidak
menyalagunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki, sesuai
dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur.

Apabila pelayanan publik dilakukan sesuai dengan aturan dan mempunyai
standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelayananan maka
pelayanan prima atau berkualitas tinggal diterapkan sesuai standar yang sudah
ada, sehingga apabila hal ini bisa diterapkan maka pengguna layanan akan
merasa puas terhadap kinerja pemberi layanan. Berdasarkan pemaparan di atas,
untuk melihat apakah pelayanan sudah sesuai standar dan pengguna puas
dengan standar pelayanan yang ada maka dalam survei ini, peneliti merumuskan
permasalahan dalam sebuah pertanyaan dalam survei ini adalah bagaimana
kepuasan masyarakat desa pekik nyaring terhadap pelayanan administratif desa?

Tujuan survei dilaksanakan untuk melihat dan mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik

Survei kepuasan pelayanan administratif desa ini memiliki manfaat yang
komprehensif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui survei
ini, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari
masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat
dilakukan perbaikan yang tepat sasaran. Selain itu, survei ini berfungsi sebagai
instrumen untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik, sehingga
memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas layanan. Hasil survei
juga menjadi bahan dasar yang objektif dalam penetapan kebijakan yang perlu
diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan hasil Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). Melalui survei ini diperoleh indeks kepuasan
masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik,
yang dapat dijadikan benchmarking untuk mengukur pencapaian standar
pelayanan. Lebih lanjut, publikasi hasil survei dapat memacu persaingan positif
antar unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kualitas layanannya,
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sekaligus memberikan transparansi kepada masyarakat sehingga mereka dapat
mengetahui gambaran nyata tentang kinerja unit pelayanan dan ikut berpartisipasi
dalam proses pengawasan pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei,
penentuan sampel menggunakan teknik accidental sampling untuk mengambil
sampel vyaitu sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dengan
menyebarkan Kkuisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan yaitu tentang yaitu
persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, biaya/tarif
pelayanan, kesesuaian produk pelayanan sesuai standar, kemampuan atau
kompetensi  petugas pelayanan, prilaku petugas pelayanan, sarana dan
prasarana pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan dan
kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan. Skala penilaian persepsi dari
pertanyaan Kuisioner, pertanyaan Satu (P1) Sampai dengan pertanyaan ke
sepuluh (P10). Nilai skala persepsi yaitu : Sangat baik/Sangat puas = nilai 3-4,

Puas/baik = Nilai 2-2,99, Kurang baik/Kurang puas = 1-1,99 dan Tidak
baik/puas = Nilai <1. Sedangkan Nilai Interval Konversi dari Survei Indeks
Kepuasan adalah : Tidak Baik/Puas =25.00-43,75 , Kurang Baik/Puas

= 43,76 — 62.50, Puas/Baik = 62,51 — 81,25, Sangat Puas/Baik =

81,26 — 100,0 Sebagaimana terdapat di dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. Skala Penilaian Persepsi dan Interval Konversi Indeks Kepuasan

Nomor Nilai Skala Nilai Interval Konversi Kepuasan Pengguna
Persepsi Indeks Kepuasan Layanan
1 1 =Tidak Baik | 25.00 — 43,75 Tidak Puas
2 2 = Kurang 43,76 — 62,50 Kurang Puas
Baik
3 3 = Baik 62,51 - 81,25 Puas
4 4 = Sangat|81,25-100.0 Sangat Puas
Baik

Gambar |. Grafik Skala Penilaian dan insterval Konveksi Indeks Kepuasan

Keterangan :

1. Nilai penimbang untuk mendapatkan nilai indeks yaitu 01 yang dikalikan
sama pada semua unsur pertanyaan P1 sd P10.
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2. Nilai Dasar atau Terendah Interval Konversi yaitu 25.00 yang didapatkan
dari jumlah nilai total 100 dibagi 4 atau 4/100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Survei

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan administratif desa harus
diselenggarakan secara cepat, mudah, terjangkau, dan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas dan kualitas pelayanan
yang diberikan oleh aparatur desa. Alur pelayanan di Desa Pekik Nyaring secara
umum ditampilkan pada Gambar 1.

ALUR PELAYANAN
DESA PEKIK NYARING

=

- @D -
Gambar 1. Alur pelayanan di kantor Desa Pekik Nyaring, Bengkulu Tengah

Pelayanan administratif di Desa Pekik Nyaring diawali dengan pengajuan
permohonan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai jenis
layanan yang dibutuhkan. Petugas pelayanan kemudian melakukan pemeriksaan
kelengkapan berkas. Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon diminta
melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, berkas yang telah lengkap
diregistrasi dan dicatat dalam administrasi desa untuk dilakukan verifikasi data.
Setelah verifikasi selesai, petugas menyusun dokumen pelayanan yang
dibutuhkan dan menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan serta pengesahan. Dokumen yang telah disahkan
kemudian diserahkan kepada pemohon. Pada tahap akhir, masyarakat diberikan
kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, atau pengaduan sebagai
bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Survei ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat Desa
Pekik Nyaring terhadap pelayanan administratif desa sesuai dengan alur pada
Gambar 1. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
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survei, melibatkan 30 responden yang dipilih secara accidental sampling.
Instrumen penelitian berupa kuesioner yang memuat sepuluh unsur pelayanan,
yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, biaya
atau tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku
petugas, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, serta kenyamanan dan
keamanan pelayanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala
persepsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui kategori
kepuasan pengguna layanan. Pembahasan berikut akan menguraikan hasil
penilaian masyarakat pada masing-masing unsur pelayanan serta interpretasinya
berdasarkan nilai indeks kepuasan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil survei dari 10 pertanyaan pelayanan administratif di
desa Pekik Nyaring, maka diperoleh rekapitulasi hasil skor jawaban, nilai rata-
rata, dan kategori pelayanan yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Adminisratif Desa Pekik

Nyaring
Jawaban SKOR Jumlah Jumlah
No | Q8A | 1o | g | g | g | TB | KB | B | sB | “GERR Rei:;z:{de Ressk:;:md Kot

(x1) | (x2) | (x3) | (x4) n en (x0,1)
1 P1 2 | 28] - - 4 84 - 88 2,933 0,293 B
2 P2 2 |26 2 - 4 78 8 90 3,000 0,300 SB
3 P3 6 |21] 3 - 12 | 63 | 12 87 2,900 0,290 B
4 P4 - - | 8| 22 - - 24 | 88 112 3,733 0,373 SB

5 P5 3 126 1 - 6 78 4 88 2,933 0,293

6 P6 - 3 |25 2 - 6 75 8 89 2,966 0,296
7 P7 - - |23 7 - - 69 | 28 97 3,233 0,323 SB
8 P8 - - | 28| 2 - - 84 | 8 92 3,066 0,306 B
9 P9 - - |30 - - - 90 - 90 3,000 0,300 SB
10 | P10 - - |24 6 - - 72 | 24 96 3,200 0,320 SB

Jumlah 3,094

77,35

Keterangan :

- P.1 sampai p.10 merupakan pertanyaan yang tertera di lembar kuisioner.

- Nilai rata-rata kurang dari 1 = unsur pelayanan Tidak Baik
(TB)

- Nilai rata-rata diatas 1 kurang dari 2 =
(KB).

- Nilai rata-rata diatas 2 sd 3

- Nilai rata-rata 3 sd 4
(SB).

unsur pelayanan Kurang Baik

unsur pelayanan Baik (B).
unsur pelayanan Sangat Baik

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Pekik
Nyaring memberikan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan administratif
desa. Seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai rata-rata di atas 2,90 yang
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termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik. Temuan ini menunjukkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa telah berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, vyaitu
memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas kepada
masyarakat.

Persyaratan Pelayanan (P1)

Unsur persyaratan pelayanan memperoleh skor rata-rata sebesar 2,933
dengan kategori Baik. Tingginya persentase responden yang memberikan
penilaian baik (93,3%) menunjukkan bahwa masyarakat menilai persyaratan
administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa relatif jelas, mudah dipahami,
dan tidak memberatkan. Persyaratan pelayanan yang jelas merupakan salah satu
indikator penting dalam pelayanan publik karena dapat mengurangi
ketidakpastian masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasinya. Menurut
standar pelayanan publik, kejelasan persyaratan akan meningkatkan efektivitas
pelayanan dan mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi (Heny &
Nurdin, 2018). Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden
yang belum memberikan penilaian optimal, sehingga pemerintah desa perlu terus
melakukan sosialisasi mengenai persyaratan pelayanan melalui media informasi
yang mudah diakses masyarakat.

Prosedur Pelayanan (P2)

Prosedur pelayanan memperoleh skor rata-rata 3,000 dengan kategori
Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai alur pelayanan
yang diterapkan oleh pemerintah desa telah berjalan secara sistematis dan
mudah diikuti. Kejelasan prosedur merupakan salah satu unsur yang sangat
menentukan kualitas pelayanan karena berkaitan langsung dengan kemudahan
akses masyarakat terhadap layanan publik. Prosedur yang sederhana dan
transparan dapat meminimalkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit serta
meningkatkan efisiensi pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah
desa telah mampu menerapkan mekanisme pelayanan yang sesuai dengan
prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas
pelayanan (Hansson et al., 2015; Zulfikar, 2018).

Kecepatan Pelayanan (P3)

Kecepatan pelayanan memperoleh skor rata-rata 2,900 dan menjadi
unsur dengan nilai terendah dibandingkan unsur lainnya. Meskipun masih berada
dalam kategori Baik, terdapat 20% responden yang memberikan penilaian kurang
baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa waktu penyelesaian pelayanan belum
sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Kecepatan pelayanan merupakan
salah satu indikator utama kepuasan pengguna layanan karena berkaitan
langsung dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan public (Zulfikar, 2018).
Semakin cepat pelayanan diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan
masyarakat. Rendahnya nilai pada unsur ini dapat disebabkan oleh keterbatasan
jumlah petugas, tingginya jumlah masyarakat yang dilayani pada waktu tertentu,
atau proses administrasi yang masih memerlukan beberapa tahapan verifikasi.
Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap proses kerja
pelayanan untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian administrasi tanpa
mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
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Biaya/Tarif Pelayanan (P4)

Unsur biaya atau tarif pelayanan memperoleh skor rata-rata tertinggi yaitu
3,733 dengan kategori Sangat Baik. Tidak adanya responden yang memberikan
penilaian negatif menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap aspek
biaya pelayanan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelayanan administrasi yang
diberikan pemerintah desa telah memenuhi prinsip keterjangkauan biaya
sebagaimana yang diamanatkan dalam standar pelayanan publik. Tingginya
tingkat kepuasan pada unsur ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian besar
layanan administrasi desa diberikan secara gratis atau dengan biaya yang sangat
rendah sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.
Transparansi dalam informasi biaya juga berkontribusi terhadap meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan. (Suci Pratiwi,
2020)

Kesesuaian Produk Pelayanan (P5)

Kesesuaian produk pelayanan memperoleh skor rata-rata 2,933 dengan
kategori Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen atau produk pelayanan
yang diterima masyarakat telah sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan
yang ditetapkan. Kesesuaian produk pelayanan menjadi indikator penting karena
mencerminkan kemampuan organisasi pelayanan dalam menghasilkan output
yang tepat, akurat, dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai tujuan
pengurusan administrasi (Moon, 2020). Meskipun sebagian besar responden
merasa puas, masih terdapat responden yang memberikan penilaian kurang baik.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses administrasi agar
kualitas produk pelayanan semakin optimal.

Kompetensi Petugas Pelayanan (P6)

Kompetensi petugas pelayanan memperoleh skor rata-rata 2,966 dengan
kategori Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kemampuan
aparatur desa dalam memberikan pelayanan sudah cukup memadai. Kompetensi
petugas mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam
memberikan informasi maupun menyelesaikan kebutuhan administrasi
masyarakat. Aparatur yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan
secara cepat, tepat, dan professional (Sorrentino et al., 2018). Meskipun
demikian, masih terdapat responden yang menilai kompetensi petugas kurang
baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi perlu terus
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Perilaku Petugas Pelayanan (P7)

Perilaku petugas pelayanan memperoleh skor rata-rata 3,233 dengan
kategori Sangat Baik. Tidak adanya penilaian negatif dari responden
menunjukkan bahwa petugas pelayanan telah mampu memberikan pelayanan
dengan sikap yang ramah, sopan, dan profesional. Sikap petugas merupakan
salah satu faktor yang sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan publik. Menurut teori kualitas pelayanan, dimensi empati dan
keramahan petugas menjadi aspek penting dalam membangun kepuasan dan
kepercayaan masyarakat. Tingginya nilai pada unsur ini menunjukkan bahwa
aparatur desa telah berhasil menerapkan etika pelayanan publik yang baik dalam
berinteraksi dengan masyarakat.
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Sarana dan Prasarana Pelayanan (P8)

Sarana dan prasarana pelayanan memperoleh skor rata-rata 3,066
dengan kategori Baik. Mayoritas responden menilai bahwa fasilitas yang tersedia
telah memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administratif.
Ketersediaan ruang pelayanan yang nyaman, peralatan administrasi yang
memadai, serta fasilitas pendukung lainnya sangat berpengaruh terhadap
efektivitas pelayanan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah
berupaya menyediakan fasilitas pelayanan yang cukup baik. Namun demikian,
peningkatan kualitas sarana dan prasarana tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
dan teknologi pelayanan publik.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (P9)

Penanganan pengaduan memperoleh skor rata-rata 3,000 dengan
kategori Sangat Baik. Seluruh responden memberikan penilaian baik terhadap
unsur ini, yang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap
mekanisme pengaduan yang tersedia. Sistem pengaduan yang efektif merupakan
bagian penting dari pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat karena
memberikan ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kritik, saran,
maupun keluhan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mampu
menyediakan mekanisme komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik
sehingga masyarakat merasa aspirasi mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti
secara tepat.

Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Pelayanan (P10)

Unsur kenyamanan dan keamanan lingkungan pelayanan memperoleh
skor rata-rata 3,200 dengan kategori Sangat Baik. Tingginya tingkat kepuasan
masyarakat pada unsur ini menunjukkan bahwa lingkungan pelayanan telah
mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna
layanan. Lingkungan pelayanan yang nyaman dapat meningkatkan pengalaman
masyarakat selama proses pelayanan berlangsung dan secara tidak langsung
meningkatkan persepsi terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan. Aspek
keamanan dan kenyamanan juga mencerminkan perhatian pemerintah desa
terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang manusiawi
dan berkualitas.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan
administratif di Desa Pekik Nyaring telah diselenggarakan dengan kualitas yang
baik hingga sangat baik. Unsur biaya/tarif pelayanan menjadi aspek yang
memperoleh penilaian tertinggi, sedangkan kecepatan pelayanan menjadi aspek
yang memperoleh penilaian terendah meskipun masih berada dalam kategori
baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah berhasil
memenuhi sebagian besar harapan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Namun demikian, peningkatan pada aspek kecepatan
pelayanan, kompetensi petugas, dan kesesuaian produk pelayanan perlu menjadi
prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa kepuasan masyarakat
dapat dicapai melalui penerapan standar pelayanan publik yang konsisten,
transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan nilai rata-rata setiap unsur layanan diatas, maka untuk
mendapatkan nilai indeks kepuasan pelayanan adalah 3,094. Dengan demikian
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hasil survei kepuasan pelayanan nilai indeks kepuasan = nilai indeks x nilai
dasar konversi yaitu = 3,094 x 25 = 77,35. Berdasarkan tabel skala
penilaian (Tabel 1), maka kepuasan reponden terhadap pelayanan berada pada
kategori PUAS. Skala penilaian persepsi dan interval konversi indeks kepuasan
ditampilkan pada Gambar 2.

Skala Penilaian Persepsi dan Interval Konversi Indeks Kepuasan
49

-o- Skor Rata-rata

Gambar 2.Rekapitulasi Hasil Survei

Hasil survei kepuasan pelayanan administratif Desa Pekik Nyaring dengan
indeks kepuasan sebesar 77,35 (kategori "PUAS") menunjukkan pencapaian
pelayanan yang sudah berjalan baik dalam konteks pelayanan publik di tingkat
desa. Dari hasil pencapain nilai ini juga menunjukkan capaian yang positif
meskipun balum sepenuhnya mencapai nilai Sangat Puas. Capaian ini sejalan
dengan temuan penelitian yang dilakukan pada berbagai institusi pelayanan
publik di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan kualitas pelayanan dalam
beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan standar kepuasan masyarakat sebagaimana
diatur dalam KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, nilai indeks 77,35 berada
dalam kategori Puas (62,51-81,25) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa
Pekik Nyaring telah mampu memenuhi sebagian besar standar pelayanan publik,
tetapi masih perlu peningkatan terutama pada aspek sarana-prasarana serta
kecepatan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (Ombudsman RI, 2024). Dalam
konteks ini, hasil IKM Desa Pekik Nyaring yang mencapai 77,35 menunjukkan
bahwa pelayanan administratif desa telah memenuhi standar kepuasan yang
dapat diterima masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan
menuju kategori "Sangat Puas" (81,26-100,0).

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Triguno dalam Hardiyansyah
(2011) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh standar yang
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mencakup sumber daya manusia, proses kerja, serta hasil pelayanan. Dengan
demikian, peningkatan kualitas pelayanan administratif di Desa Pekik Nyaring
dapat difokuskan pada penguatan sarana penunjang, pelatihan kompetensi
aparatur, serta digitalisasi prosedur pelayanan agar lebih cepat dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil survei tentang indeks kepuasan masyarakat desa
terhadap pelayanan administrative desa oleh pemerintah desa pekik nyaring,
berdasarkan unsur-unsur pertanyaan yang diajukan kepada responden,
didapatkan kesimpulan bahwa kinerja pelayanan administrative desa pada tahun
2025 sebagai berikut : Persyaratan pelayanan Baik, Prosedur pelayanan Baik,
Kecepatan pelayanan Baik, Biaya/tarif pelayanan Baik, Kesesuaian produk
pelayanan yang sesuai standar Baik, Kemampuan atau kompetensi petugas
pelayanan Baik , Prilaku petugas pelayanan Baik, Sarana dan prasarana
pelayanan Baik, Penanganan pengaduan saran dan masukan Baik dan
kenyamanan lingkungan serta keamanan pelayanan Baik.

Sedangkan hasil kesimpulan untuk kepuasan adalah Puas, dengan skor Indeks

yaitu 77,35. Dari hasil survei ini maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
bagi pemerintah desa pekik nyaring kedepan untuk dapat mempertahankan dan
meningkatkan lagi unsur-unsur pelayanan yang sudah baik. Sehingga diharapkan
pada tahun selanjutnya kinerja pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat
menjadi sangat baik serta menjadikan warga sangat puas atas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah desa pekik nyaring.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Pekik Nyaring disarankan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi dengan fokus pada beberapa
aspek penting yang masih bisa ditingkatkan dalam pemberian pelayanan
administratif desa.

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Bengkulu dan Fakultas Ilimu
Sosial dan limu Politik UNIB, yang telah menaungi penelitian ini sehingga dapat
terlaksana melalui pendanaan penelitian PNBP FISIP tahun 2005 dengan nomor
kontrak 3548/UN30.9/PM/2025.
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